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I. UMUM 

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 

berkembang serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak anak tersebut 

melekat pula terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang 

meliputi anak sebagai pelaku, korban, dan saksi. 

Proses hukum yang terjadi pada anak dapat menimbulkan trauma 

yang mendalam pada kehidupannya sehingga perlu penanganan secara 

optimal, dengan mengambil langkah pencegahan, penyelesaian 

administrasi perkara, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial.  

Pasal 94 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan perlunya disusun 

Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, 

Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak.  

Pemerintah memiliki peran penting dalam rangka melaksanakan 

Sistem Peradilan Pidana Anak dengan melakukan sinkronisasi perumusan 

kebijakan mengenai langkah pencegahan, penyelesaian administrasi 

perkara, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial dalam bentuk Koordinasi. 

Untuk menjamin terlaksananya pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana 
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Anak secara terintegrasi, terpadu, dan holistik, perlu dilakukan 

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang dilakukan oleh Menteri dan 

Komisi. Oleh karena itu perlu diatur tentang tata cara pelaksanaan 

Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan 

Pidana Anak.  

Materi muatan Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai: 

a. pelaksanaan Koordinasi dalam bentuk rapat koordinasi yang 

melibatkan lembaga terkait dan pemerintah daerah dan/atau 

permintaan dan penyampaian data dan informasi; dan 

b. langkah yang diperlukan dalam pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, 

dan Pelaporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “pencegahan” adalah upaya 

mencegah agar anak tidak berkonflik dengan hukum, anak 

tidak menjadi korban tindak pidana, anak tidak mengulangi 

perbuatannya, dan anak tidak masuk dalam sistem 

peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “penyelesaian administrasi perkara” 

adalah proses penyelesaian perkara yang meliputi dari 

proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan 

di pengadilan dan pelaksanaan putusan.  

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah rehabilitasi 

medis dan rehabilitasi sosial. 
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Yang dimaksud dengan “rehabilitasi medis” adalah proses 

kegiatan pengobatan secara terpadu untuk memulihkan 

kondisi fisik Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi. 

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi sosial” adalah proses 

kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental 

maupun sosial, agar Anak, Anak Korban, dan/atau Anak 

Saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam 

kehidupan di masyarakat. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “reintegrasi sosial” adalah proses 

penyiapan Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi untuk 

dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan 

masyarakat. 

 

Pasal 3 

Ayat (1) 

Cukup jelas.  

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Cukup jelas. 
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Huruf j 

Yang dimaksud dengan “kementerian/lembaga terkait 

lainnya” antara lain Kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang Pendayagunaan Aparatur 

Negara, Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Keuangan. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Penyampaian data dan informasi dalam ketentuan ini dilakukan 

antara lain melalui media komunikasi atau jasa pengiriman. 

 

Pasal 5  

Cukup jelas. 

 

Pasal 6  

Cukup jelas. 

 

Pasal 7 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta 

pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dalam pelaksanaan 

kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak di daerah, dan untuk 

mempermudah Gubernur/Bupati/Walikota dalam berkoordinasi 

dengan instansi vertikal dalam melaksanakan kebijakan Sistem 

Peradilan Pidana Anak di daerah. 

 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Cukup jelas. 
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Pasal 10 

Cukup jelas. 

 

Pasal 11 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “tempat anak dirawat atau dibina” 

dalam ketentuan ini adalah tempat yang berbentuk lembaga 

pemerintah, swasta termasuk rumah di mana anak 

ditempatkan.  

Huruf b 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

 

Pasal 14 

Cukup jelas.  

 

Pasal 15 

Cukup jelas.  

 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

 

Pasal 18 

Cukup jelas. 
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